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[bookmark: _Toc233202166][bookmark: _Toc235546078]5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi di Desa Krisik, Kabupaten Blitar, sikap tidak aktif, tidak mengambil tindakan, atau kelalaian yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak bisa langsung dianggap sebagai bagian dari perbuatan bersama dalam melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pokok hukum pidana, unsur mede plegen mengharuskan adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dan pelaksanaan tindakan secara fisik bersama guna menciptakan tindak pidana tersebut secara aktif. Pemilik lahan yang hanya bersifat pasif atau tidak hadir di lokasi saat proses penanaman dilakukan tidak memenuhi unsur kumulatif tersebut. Namun, jika terdapat bukti bahwa sikap pasif tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud memberikan kesempatan, sarana, atau kemudahan kepada pelaku utama, maka tindakan pemilik tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembantu (medeplichtigheid) sesuai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tidak terbukti secara jelas adanya unsur kesengajaan atau hubungan sebab-akibat antara tingkah laku pembiaran dengan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan prinsip hukum bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, pemilik lahan tidak dapat dikenai tuntutan pidana hanya karena status kepemilikan tanahnya.


Pengakuan bahwa pemilik lahan tidak mengetahui adanya 
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tanaman ganja di atas tanahnya merupakan pertahanan yang menyerang pada unsur sikap batin atau kesalahan (mens rea). Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat unsur objektif yang luas, seperti perbuatan "menguasai" atau "menyediakan". Dalam penerapan hukum narkotika, kepemilikan lahan umumnya dianggap secara otomatis berada pada pemilik lahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab ketat yang tidak langsung. Meskipun demikian, mengatakan "tidak tahu" tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab hukum pemilik lahan. Pemilik lahan memiliki kewajiban secara hukum untuk menjaga dan mengawasi propertinya secara wajar. Jika ketidaktahuan tersebut muncul dari kelalaian yang berat (culpa lata) atau pengabaian yang sengaja, di mana pemilik tanah secara sadar tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap lahannya, maka kelalaian tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Penyidik akan memeriksa fakta-fakta objektif seperti tingkat kunjungan, interaksi dengan pelaku, serta aliran dana untuk membuktikan ketidaktahuan yang disampaikan.





[bookmark: _Toc233202169][bookmark: _Toc235546079]5.2 Saran
Aparat penegak hukum, khususnya Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota, dianjurkan untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka penyertaan (mede plegen) hanya berdasarkan asas praduga penguasaan fisik terhadap tanah. Penyidik perlu lebih maju dan teliti dalam memulihkan fakta-fakta yang terjadi agar dapat membuktikan unsur sikap batin, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Pembuktian harus didasarkan pada indikator yang dapat diukur, seperti pelacakan aliran dana untuk melihat apakah terdapat kompensasi ekonomi, pemeriksaan riwayat komunikasi digital secara forensik, serta pengujian seberapa intensif pemilik hadir di lokasi lahan. Hal ini penting agar penerapan kebijakan zero tolerance terhadap narkotika tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan prinsip kesalahan, sehingga mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak adil terhadap pemilik lahan yang sebenarnya menjadi korban dari penanaman narkotika yang dilakukan pihak lain.
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Bagi masyarakat umum, terutama para pemilik lahan di daerah pedesaan terpencil seperti Desa Krisik, Kabupaten Blitar, dianjurkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan tanggung jawab pengawasan secara aktif terhadap aset tanah yang dimilikinya. Pemilik lahan tidak boleh bersikap lalai atau tidak aktif, terutama bila tanahnya disewakan atau dikelola oleh pihak lain, karena ketidaktepatan dalam mengawasi penggunaan lahan dapat berdampak pada tanggung jawab hukum pidana. Di sisi lain, bagi para pembentuk undang-undang, dianjurkan untuk menyusun formulasi norma yang lebih jelas dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang akan datang. Diperlukan adanya penjelasan yang jelas mengenai seberapa jauh prinsip tanggung jawab mutlak dapat diberlakukan kepada pemilik tempat kejadian perkara, serta alternatif sanksi seperti pembebanan biaya rehabilitasi korban narkotika kepada pemilik lahan yang terbukti tidak menjaga dan membiarkan tanahnya digunakan sebagai sarana produksi narkoba.



